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ABSTRACT
Black campaigns that occurred in 2014 and 2019 also have the potential to appear in the 2024 general election in Indonesia. This phenomenon has yet to be scientifically considered in previous studies. This study focuses on the question, "How will the potential for black campaigns that occurred in 2014 and 2019 appear in the 2024 general election in Indonesia?" To answer this question, this study uses a netnographic method that is descriptive and qualitative in investigating the forms and patterns of black campaign narratives disseminated through online media coverage. The findings in this study show that the black campaign that occurred in 2014 has the same pattern and narrative in 2019. Issues such as the involvement of the Indonesian Communist Party (PKI), Race, Human Rights (HAM), Radicalism, and Religion, are issues that did not appear in the black campaign in the 2014 and 2019 general elections. The patterns and narratives of the black campaigns that occurred in 2014 and 2019 can be used as references and preferences in looking at issues of black campaigns that have the potential to emerge in the 2024 general elections. This study also recommends the importance of analyzing the factors that influence the emergence of black campaigns with the same patterns and narratives in 2014 and 2019 that have the potential to emerge in the 2024 general election in Indonesia.
Keyword: Cues that metter, Black campaigns, General election, and Political communication
ABSTRAK
Kampanye hitam yang terjadi tahun 2014 dan 2019 juga berpotensi muncul pada pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia. Fenomena tersebut belum diperhatikan secara ilmiah dalam studi-studi terdahulu. Studi ini fokus pada pertanyaan “Bagaimana potensi kampanye hitam yang terjadi tahun 2014 dan 2019 muncul pada pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, studi ini menggunakan metode netnografi bersifat deskriptif kualitatif dalam menginvestigasi bentuk dan pola dari narasi kampanye hitam yang diseminasikan melalui pemberitaan media online. Temuan dalam studi ini memperlihatkan bahwa kampanye hitam yang terjadi tahun 2014 memiliki pola dan narasi yang sama di tahun 2019. Isu-isu seperti keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI), Ras, Hak Asasi Manusia (HAM), Radikalisme, dan Agama, menjadi isu yang tidak sedikit muncul dalam kampanye hitam di pemilihan umum tahun 2014 dan 2019. Pola dan narasi kampanye hitam yang terjadi tahun 2014 dan 2019 tersebut dapat dijadikan referensi dan preferensi dalam melihat isu-isu kampanye hitam yang berpotensi muncul pada pemilihan umum tahun 2024. Studi ini juga merekomendasikan pentingnya menganalisis faktor yang memengaruhi muncul nya kampanye hitam dengan pola dan narasi yang sama tahun 2014 dan 2019 yang berpotensi muncul pada pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia. 
Kata kunci: Cues that metter; Kampanye hitam; Pemilihan umum; dan Komunikasi politik


INTRODUCTION
Kampanye hitam yang terjadi tahun 2014 dan 2019 juga berpotensi muncul pada pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia. Tapsell (2021) mengatakan bahwa kampanye hitam merupakan sebuah siasat politik yang bertujuan untuk membuat kesan negatif terhadap kelompok maupun individu. Di Indonesia, kampanye hitam juga tidak sedikit terjadi dalam pemilihan umum tahun 2014 dan 2019 dengan pola dan narasi yang sama, seperti keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI), Ras, Hak Asasi Manusia (HAM), Radikalisme, dan Agama (Fahmi, 2014; Candra, 2014; Siswanto, 2017; Carina, 2019; Rio, 2019). Abdullah et al. (2019) juga mengatakan bahwa pola dan narasi kampanye hitam tidak jarang terjadi secara kontiniutas dari periode ke periode, sebagaimana yang terjadi di pemilihan umum tahun 2014 dan 2019. Konteks tersebut menandakan bahwa pola dan narasi kampanye hitam cenderung bersifat statis dan konsisten di dalam kontestasi politik (Gaidzanwa, 2020). Oleh karena itu, kontinuitas pola dan narasi kampanye hitam yang terjadi di tahun 2014 dan 2019 (Abdullah et al., 2019), dapat dijadikan preferensi dalam melihat potensi kampanye hitam yang muncul dalam pemilihan umum tahun 2024.
Pola dan narasi kampanye hitam yang terjadi di tahun 2014 dan 2019 berpotensi muncul pada pemilihan umum tahun 2024. Namun studi-studi yang membahas mengenai kampanye hitam dalam proses pemilihan umum hanya fokus pada tiga konteks, diantaranya; Pertama, studi yang membahas kampanye hitam dalam konteks implikasi negatif (Arifin, 2019; Sirait, 2020; Ngenget, 2022). Kedua, studi yang membahas kampanye hitam dalam konteks penegakan hukum (Doly, 2020; Dewanti, 2022; Lubis, 2020). Ketiga, studi yang membahas kampanye hitam dalam konteks motivasi (Juditha, 2019; Faulina et al., 2020; Riany et al., 2022). Secara umum, studi-studi yang membahas mengenai narasi kampanye hitam pada pemilihan umum hanya fokus pada tiga konteks dominan seperti implikasi, regulasi, dan motif dari muncul nya kampanye hitam. Namun, pembahasan mengenai kampanye hitam dalam proses pemilihan umum di masa depan cenderung terabaikan pada studi-studi terdahulu. Padahal, pembahasan mengenani kontiniutas dan potensi munculnya kampanye hitam pada pemilihan umum di di masa depan merupakan studi yang sangat penting untuk dilakukan (Abdullah et al., 2019).
Potensi munculnya kampanye hitam di tahun 2024 dapat direfleksikan melalui pola dan narasi kampanye hitam yang sama-sama terjadi secara kontiniutas dalam pemilihan umum tahun 2014 dan 2019. Konteks tersebut juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh  Abdullah et al. (2019) bahwa pola dan narasi kampanye hitam pada pemilihan umum tidak sedikit berlangsung secara kontinu dari periode ke periode, sehingga fenomena tersebut menjadi sangat krusial untuk dijelaskan dan direfleksikan. Namun sejauh ini studi-studi yang membahas fenomena kampanye hitam dalam proses pemilihan umum belum dilakukan secara komprehensif, terlebih lagi yang menganalisis pola dan narasi kampanye hitam yang potensial muncul pada pemilihan umum di masa yang akan datang. Mengingat belum dilakukannya pembahasan mengenai pola dan narasi kampanye hitam yang potensial muncul pada pemiliham umum tahun 2024. Maka studi ini selain merespon kekurangan dari studi-studi yang pernah menjelaskan pola dan narasi kampanye hitam tahun 2014 dan 2019, juga merefleksikan pontensi kampanye hitam yang potensial muncul pada pemilihan umum tahun 2024.
Pola dan narasi kampanye hitam yang terjadi tahun 2014 dan 2019 dapat dijadikan referensi maupun preferensi dalam menjelaskan potensi kampanye hitam yang muncul pada pemiliham umum tahun 2024. Oleh karena itu, pola dan narasi kampanye hitam yang potensial muncul pada pemilihan umum tahun 2024 merupakan fenomena yang sangat penting untuk dianalisis. Untuk menganalisis fenomena tersebut studi ini fokus pada dua pertanyaan, diantanya; Pertama, bagaimana pola dan narasi kampanye hitam di tahun 2014 yang secara kontiniutas juga terjadi pada pemilihan umum tahun 2019? Kedua, bagaimana potensi pola dan narasi kampanye yang terjadi di tahun 2014 dan 2019 muncul pada pemilihan umum tahun 2024? Sejalan dengan pertanyaan tersebut, studi ini juga didasarkan pada argumen bahwa pola dan narasi kampanye hitam yang muncul secara kontinuitas di tahun 2014 dan 2019 sangat berpotensi muncul pada pemilihan umum tahun 2024. Dengan kata lain, pola dan narasi kampanye hitam yang muncul di tahun 2024 tidak jauh berbeda dangan pemilihan umum tahun 2014 dan 2019 yang memuat isu-isu yang berhubungan dengan politik, ideologi, maupun identitas. 
RESEARCH METHOD
Studi ini dilakukan ditengah maraknya pemberitaan mendia online yang memuat isu-isu negatif terhadap kelompok maupun individu menjelang dilangsungkannya proses pemilihan umum tahun 2024. Namun studi ini hanya fokus menganalisis pola dan narasi kampanye hitam di tahun 2014 dan 2019, guna melihat potensi munculnya kampanye hitam pada pemilihan umum tahun 2024 melalui berita-berita online yang telah diseminasikan. Sejalan dengan itu, studi ini juga didasarkan pada tiga pertimbangan, diantaranya; Pertama, pola dan narasi kampanye hitam yang diseminasikan melalui berita-berita online merupakan fenomena sentral yang belum banyak diperhatikan secara komprehensif oleh studi-studi terdahulu. Kedua, pola dan narasi kampanye hitam yang diseminasikan melalui berita-berita online memiliki karakteristik yang sangat penting untuk direfleksikan. Ketiga, pola dan narasi kampanye hitam yang diseminasikan melalui berita-berita online tahun 2014 dan 2019 dapat dijadikan preferensi dalam menjelaskan potensi kampanye hitam yang muncul pada pemilihan umum tahun 2024. Ketiga pertimbang tersebut mendasari studi ini untuk membahas pola dan narasi kampanye hitam dalam pemilihan umum.
 Studi ini menggunakan metode netnografi bersifat deskriptif kualitatif. Metode netnografi digunakan untuk memahami kualitas makna dan pola budaya yang termediasikan melalui teks-teks berita online secara mendalam. Studi ini menggunakan data primer dan sekunder. Data perimer dalam studi ini diperoleh melalui proses pembacaan pada 1.000 teks berita online secara mendalam dengan menggunakan dua kata kunci, yaitu; “Kampanye hitam tahun 2014 dan 2019” dan “Isu negatif sebelum pemilu tahun 2024” melalui mesin pencarian Google. Proses pencarian dan pembacaan pada teks berita online dimulai dari tanggal 3 sampai 31 Mei 2023. Pencarian dan pembacaan pada teks berita online tersebut dilakukan secara cepat yang terfokus pada judul-judul yang diseminasikan oleh berita online. Dari proses tersebut menghasilkan lima isu dominan mengenai pola dan narasi kampanye hitam tahun 2014 dan 2019, yang berpotensi muncul pada pemilihan umum tahun 2024. Sejalan dengan itu, data sekunder dalam studi ini diperoleh melalui proses pembacaan pada buku, website, dan artikel-artikel jurnal yang relevan dengan fokus pembahasan dalam studi ini.
Analisis data dalam studi ini mengacu pada proses yang dilakukan oleh Fernando et al. (2023) dengan memfokuskan pada tiga proses analisis, diantaranya: Pertama, proses reduksi data, merupakan proses untuk menata ulang data kedalam bentuk yang lebih sistematis berdasarkan kecenderungan dari data yang telah diperoleh sesuai dengan bentuk, pola, dan narasi yang ada pada data. Kedua, proses verifikasi data, merupakan proses menyimpulkan data secara tematik setelah melalui proses reduksi. Ketiga, proses menampilkan data, merupakan sebuah proses menyajikan data yang telah diperoleh dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk tabel berisikan kutipan dari teks berita online yang telah diverifikasi sesuai dengan fokus pembahasan. Dari ketiga proses tersebut, selanjutnya dilakukan tahapan analisis pada data secara induktif sebagai dasar interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Tahapan interpretasi pada data dilakukan melalui cara merestatemen dan merefleksikan data sesuai dengan gagasan, pola, dan kondisi sosial-budaya yang dideskripsikan oleh data. Proses dan tahapan analisis yang dilakukan tersebut memungkinkan untuk ditarik sebuah kesimpulan mengenai fenomena yang dibahas. 

RESULT AND DISCUSSION
Pola dan narasi kampanye hitam yang terjadi tahun 2014 dan 2019 dapat dijadikan referensi maupun preferensi dalam menjelaskan potensi kampanye hitam yang muncul pada pemiliham umum tahun 2024. Konteks tersebut dapat direfleksikan melalui dua temuan penting di bawah ini. 
Kampanye hitam dalam pemilihan umum tahun 2014 dan 2019: Sebuah refleksi
Pola dan narasi kampanye hitam yang terjadi tahun 2014 secara kontinuitas juga terjadi pada pemilihan umum tahun 2019. Isu-isu seperti keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI), Ras, Hak Asasi Manusia (HAM), Radikalisme, dan Agama, tidak sedikit muncul pada pemilihan umum tahun 2014 dan 2019. Kontiniutas kampanye hitam tersebut dalam pandangan Abdullah et al. (2019) dapat dilihat melalui laporan yang dimuat oleh berita-berita online dalam proses pemilihan umum tahun 2014 dan 2019. Konteks tersebut dapat dilihat melalui tampilan pada tabel 1.
Tebel 1. Kampanaye hitam di tahun 2014 dan 2019.
	Isu
	Pemilu tahun 2014
	Pemilu tahun 2019

	Partai Komunis Indonesia (PKI)
	“Jokowi mengatakan, isu pertama yang kerap menyerangnya saat Pilpres 2014 adalah bahwa ia anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurut dia, isu ini masih kerap dimainkan lawan politik sampai hari ini.” (Ihsanduddin, 2018). 
	“Berbagai isu menyerang Joko Widodo selama mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden 2019. Namun salah satu isu yang cukup mengusiknya adalah isu bahwa ia bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI).” (Carina, 2019). 

	Sentimen Ras
	“Semenjak pemilihan presiden tahun 2014, hingga menjelang periode pemilihan selanjutnya, Jokowi masih saja diisukan keturunan Cina. Sahabat Jokowi, Chairum menegaskan semua Isu itu merupakan fitnah untuk menjatuhkan nama baik Jokowi.” (Siswanto, 2017).
	“Sentimen Cina bakal dipakai oleh para politikus dalaam pemilihan umum. Alasanya, berdasarkan survei LSI pada Juli, 2019, sebanyak 39 persen publik Indonesia masih menganggap Cina negara yang paling berpengaruh di Asia.” (Sani, 2020).

	Pelanggaran HAM
	“Calon presiden pada Pemilu 2014, Wiranto dan Prabowo, sulit lepas dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan, isu pelanggaran hak asasi ini bakal tetap lekat ketika salah satu dari mereka memenangi pemilihan umum 2014.” (Candra, 2014).
	“Sekalipun sang presiden sudah di-back-up oleh eks Ketua MUI yang juga Rais ‘Aam Syuriah Nahdlatul Ulama. Semantara Prabowo kembali harus berurusan dengan isu pelanggarang HAM dan penculikan aktivis 1988.” (Ikhwanul Habibi, 2019).

	Keterlibatan kelompok radikal
	“Kepala (BIN) Marciano Norman menyebut ada indikasi kelompok radikal akan memanfaatkan momentum Pemilu 2014 sebagai ajang balas dendam. Kelompok tersebut aktif menyuarakan penolakan pemilu.” (Suhendi, 2014).
	“Pemilu yang dilakukan secara serentak 2019 akan diselenggarakan pada 17 April 2019 mendatang dinilai masih sangat  rentan terhadap ancaman dari kelompok radikal dan kelompok yang intolerasi.” (Rio, 2019).

	Agama
	“Kompetisi Pemilu 2014 akan sangat ketat. Isu agama sangat rentan untuk diperkeru. Menag mengungkap konflik-konflik berlatar agama dalam proses pemilu terbukti selalu muncul dari waktu ke waktu.” (Fahmi, 2014).
	“Para kandidat dan pendukungnya lebih sibuk “menyerang” lawannya dengan isu-isu radikal yang jauh dari subtansi kampanye. Isu primordialisme agama kembali menyerang Jokowi.” (Ikhwanul Habibi, 2019).


Sumber. Berita online.  
Tabel 1 memperlihatkan pola dan narasi kampanye hitam di tahun 2014 yang secara kontiniutas juga terjadi pada pemilihan umum tahun 2019. Sejalan dengan itu, dari tampilan tabel 1 tersebut juga tampak tiga konteks penting mengenai pola dan narasi kampanye hitam yang terjadi pada pemilihan umum tahun 2014 dan 2019, diantaranya:
Pertama, pola dan narasi kampanye hitam yang diseminasikan melalui berita online di pemilihan umum tahun 2014 dan 2019 sama-sama muncul dalam konteks politik. Konteks tersebut dapat dilihat melalui tampilan tabel 1 yang memperlihatkan bahwa pola dan narasi kampanye hitam di pemilihan umum tahun 2014 dan 2019 memuat isu yang sama seperti keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai yang sangat ditentang keberadaannya oleh negara maupun masyarakat, sehingga simbol dari Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak sedikit dijadikan narasi kampanye hitam di pemilihan umum tahun 2014 dan 2019. Narayan (2019) juga mengatakan bahwa kampanye hitam yang muncul dalam kontestasi politik bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik, sehingga pola dan narasi dari kampanye hitam tidak sedikit digunakan untuk menjatuhkan nama baik partai politik maupun individu yang mengikuti kontestasi politik. Oleh karena itu, pola dan kampanye hitam yang muncul di pemilihan umum tahun 2014 dan 2019, tidak sedikit menarasikan isu keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam memengaruhi persepsi masa pendukung (Drakulich et al., 2020).
Kedua, pola dan narasi kampanye hitam yang diseminasikan melalui berita online di pemilihan umum tahun 2014 dan 2019 juga sama-sama muncul dalam konteks rasial. Konteks tersebut dapat dilihat melalui tampilan tabel 1 yang memperlihatkan pola dan narasi kampanye hitam di pemilihan umum tahun 2014 dan 2019 memuat isu yang sama seperti senitimen ras. Kelompok maupun individu yang telibat dalam kontestasi politik tidak sedikit dilabelisasi sebagai keturunan Cina. Kampanye hitam dalam bentuk sentimen ras tersebut oleh Bunyasi & Smith (2019) tidak sedikit digunakan untuk mendapatkan dukungan masyarakat lokal, sehingga isu pendatang dan pribumi tidak jarang dijadikan narasi kampanye hitam dalam kontestasi politik. Pola dan narasi kampanye hitam yang muncul dalam bentuk sentimen ras, menurut Grumbach & Sahn (2020) tidak jarang menyebabkan terjadinya polarasi masa pendukung dalam kontestasi politik, sehingga polarisasi tersebut tidak sedikit dimanfaatkan oleh kelompok maupun individu untuk mendapatkan suara pendukung atau justru digunakan sebagai siasat untuk menjatuhkan kelompok maupun individu dalam proses pemilihan umum. 
Ketiga, pola dan narasi kampanye hitam yang diseminasikan melalui berita online di pemilihan umum tahun 2014 dan 2019 juga sama-sama muncul dalam konteks agama. Konteks tersebut dapat dilihat melalui tampilan tabel 1 yang memperlihatkan pola dan narasi kampanye hitam di pemilihan umum tahun 2014 dan 2019 yang memuat isu yang sama seperti politisasi identitas keagamaan. Politisasi identitas keagamaan menjadi isu yang tidak sedikit dinarasikan di pemilihan umum tahun 2014 dan 2019. Politisasi identitas agama dari kelompok maupun individu yang terlibat dalam proses pemilihan umum tidak sedikit muncul dalam bentuk narasi-narasi negatif dalam berita-berita online tahun 2014 dan 2019. Konteks tersebut oleh Green et al. (2019) terjadi karena identitas keagamaan merupakan sebuah isu yang sangat potensial untuk dapat memperoleh dukungan maupun dalam memengaruhi persepsi masa, sehingga isu tersebut tidak sedikit dimanfaatkan oleh kelompok maupun individu sesuai dengan kepentingan mereka dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, Frenki (2021) mengatakan bahwa politisasi identitas keagamaan dapat digunakan untuk memperoleh dukungan atau menjatuhkan lawan dalam kontestasi politik. 
Pola dan narasi kampanye hitam yang terjadi di tahun 2014 ternyata secara kontinuitas juga terjadi pada pemilihan umum tahun 2019 dengan pola dan narasi yang sama. Konteks tersebut dapat direfleksikan melalui tiga konteks penting yang dapat dilihat melalui tampilan tabel 1. Isu-isu seperti keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI), Ras, Hak Asasi Manusia (HAM), Radikalisme, dan Agama, yang muncul di tahun 2014 juga muncul pada pemilihan umum tahun 2019. Tiga isu tersebut selain menandakan kontinuitas dari pola kampanye hitam, juga memperlihatkan narasi dari kampanye hitam yang muncul di tahun 2014 juga muncul pada pemilihan umum tahun 2019 dengan narasi yang sama. Kontiniutas pola dan narasi kampanye hitam tersebut, dalam pandangan Abdullah et al. (2019) tidak sedikit dipengaruhi oleh faktor ideologis, identitas, dan simbol-simbol yang diyakini dalam suatu negara dan masyarakat, tidak sedikit dimanfaatkan oleh politisi untuk memperoleh dukungan. Wirman & Sari (2020) juga mengatakan bahwa pola dan narasi kampanye hitam yang muncul dalam kontestasi politik, tidak sedikit merujuk pada konteks sosial budaya masyarakat nya yang tengah berlangsung. 
Kampanye hitam dalam pemilihan umum tahun 2024: Sebuah potensi
Pola dan narasi kampanye hitam di tahun 2014 dan 2019 juga berpotensi muncul pada pemilihan umum tahun 2024. Isu-isu seperti keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI), Ras, Hak Asasi Manusia (HAM), Radikalisme, dan Agama, merupakan isu berpotensi muncul pada pemilihan umum tahun 2024. Konteks tersebut dalam pandangan Biegon & Watts (2020) dapat dilihat melalui isu-isu yang tengah berkembang sebelum dilangsungkannya pemilihan umum. Konteks tersebut dapat dilihat melalui tampilan pada tebel 2. 
Tabel 2. Isu yang berkembang sebelum pemilu tahun 2024. 
	Isu
	Narasi

	Partai Komunis Indonesia (PKI)
	“Mantan anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI) diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Namun, eks PKI tak diperbolehkan maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.” (Fida, 2022). 

	Sentimen Ras
	“Bakal calon presiden Anis Baswedan bukan pribumi melainkan warga asing pendatang dari Arab. Hal ini berdasarkan dalam sidang BPUPKI di mana kakeknya Anis Baswedan, AR Baswedan hanya memperjuangkan warga arab untuk menjadi warga negara Indonesia.” (Maksum, 2023). 

	Pelanggaran HAM
	“Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan ada sejumlah hal yang akan mengganjal Ketum Gerindra Prabowo jika kembali Nyapres di 2024. Kasus HAM 1998 akan terus mengganjal Prabowo sejak pilpres 2009 hingga 2024.” (Makki, 2021). 

	Keterlibatan kelompok radikal
	“Eks narapidana kasus terorisme, Munir Kartono mengatakan kelompok radikal berpotensi muncul ke permukaan dan memanfaatkan momentum pemilu serentak 2024.” (Triatmojo, 2023). 

	Politisasi Agama
	“Para pemimpin dua organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatlul Ulama (NU) dan Muhammdiyah, menyampaikan sejumlah pesan penting terkait pemilu 2024. Kedua organisasi tersebut sepakat bahwa isu polarisasi masyarakat dan praktik politik identitas merupakan isu penting yang tidak boleh diabaikan.” (Sucahyo, 2023).  


 Sumber. Berita online. 
Tabel 2 memperilihatkan isu-isu yang tengah berkembang dan berpotensi memunculkan kampanye hitam pada pemilihan umum yang akan dilangsungkan di tahun 2024. Sejalan dengan itu, dari tampilan tabel 2 tersebut juga tampak tiga konteks penting mengenai isu-isu yang potensial yang dapat memunculkan kampanye hitam pada pemilihan umum yang akan dilangsungkan di tahun 2024, diantaranya:
Pertama, isu-isu potensial yang dapat memunculkan kampanye hitam pada pemilihan umum di tahun 2024 telah muncul dalam berita-berita online dalam konteks politik. Konteks tersebut dapat direfleksikan melalui tampilan tabel 2 yang memperlihatkan bahwa isu-isu potensial yang dapat memunculkan kampanye hitam pada pemilihan umum tahun 2024 telah diseminasikan melalui berita online melalui isu keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kampanye hitam yang menarasikan isu keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pemilihan umum di tahun 2014 dan 2019, ternyata juga berpotensi muncul pada pemilihan umum tahun 2024. Kampanye hitam tersebut dalam pandangan Africa (2019) tidak sdikit muncul dalam pola dan narasi yang kontinu, sehingga pola dan narasi kampanye hitam yang terjadi dapat terjadi secara berulang pada pemilihan umum di masa yang akan datang. Dengan kata lain, pola dan narasi kampanye hitam yang berpotensi muncul pada pemilihan umum di periode selanjutnya, juga secara dominan dapat dipengaruhi oleh pola dan narasi kampanye hitam yang muncul pada proses pemilihan umum di masa lalu (Adamsky, 2020).
Kedua, isu-isu potensial yang dapat memunculkan kampanye hitam pada pemilihan umum di tahun 2024 telah muncul dalam berita-berita online dalam konteks rasial. Konteks tersebut dapat direfleksikan melalui tampilan tabel 2 yang memperlihatkan bahwa isu-isu potensial yang dapat memunculkan kampanye hitam pada pemilihan umum tahun 2024 telah diseminasikan melalui berita online melalui isu sentimen terhadap ras. Kampanye hitam yang menarasikan isu sentimen ras dalam pemilihan umum di tahun 2014 dan 2019, ternyata juga berpotensi muncul pada pemilihan umum tahun 2024. Kampanye hitam tersebut dalam pandangan Reny et al. (2020) menandakan bahwa isu-isu rasial merupakan konteks yang tidak sedikit muncul dalam kontestasi politik yang terus menerus direproduksi oleh kelompok maupun individu, sehingga isu-isu rasial dalam kontestasi politik yang berpotensi memunculkan kampanye hitam pada pemilihan umum selanjutnya. Oleh karena itu, isu-isu rasial yang berpotensi memunculkan kampanye hitam dalam pemilihan umum di masa depan (Wineinger, 2021), merupakan kontinuitas dari isu-isu rasial yang muncul sebagai kampanye hitam pada pemilihan umum di masa lulu.
Ketiga, isu-isu potensial yang dapat memunculkan kampanye hitam pada pemilihan umum yang akan dilangsungkan di tahun 2024 juga telah muncul dalam konteks polarisasi agama. Konteks tersebut dapat direfleksikan melalui tampilan tabel 2 yang memperlihatkan bahwa isu-isu potensial yang dapat memunculkan kampanye hitam pada pemilihan umum tahun 2024 telah diseminasikan melalui berita online melalui isu polarisasi agama. Kampanye hitam yang menarasikan isu polarisasi agama dalam pemilihan umum tahun 2014 dan 2019, ternyata juga berpotensi muncul pada pemilihan umum tahun 2024. Kampanye hitam tersebut oleh Green et al. (2019) merupakan sebuah siasat yang dilakukan oleh partai politik maupun individu bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari suara mayoritas dalam kontestasi politik. Namun menurut Bourchier (2019) polarisasi agama tidak hanya bertujuan untuk memperoleh suara manyoritas, tetapi juga tidak sedikit dilakukan untuk menjatuhkan nama baik dari partai politik maupun individu dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, polarasi agama sebagai isu kampanye hitam tidak hanya muncul di tahun 2014 dan 2019, tetapi juga berpotensi muncul pada pemilihan umum tahun 2024.
Isu-isu kampanye hitam yang muncul di tahun 2014 dan 2019 ternyata juga berpontesi muncul pada pemilihan umum tahun 2024 dengan pola dan narasi yang tidak jauh berbeda. Konteks tersebut dapat direfleksikan melalui tiga konteks penting yang dapat dilihat melalui tampilan tabel 2. Isu-isu seperti keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI), Ras, Hak Asasi Manusia (HAM), Radikalisme, dan Agama, yang muncul di tahun 2014 dan 2019 juga berpotensi muncul pada pemilihan umum tahun 2024. Tiga isu tersebut selain menandakan sebuah kontiniutas dari pola dan narasi kampanye di tahun 2014 dan 2019 secara konsisten, juga dapat dijadikan referensi dan preferensi dalam melihat isu-isu yang potensi memunculkan kapanye hitam pada pemilihan umum tahun 2024. Pola dan narasi dari kampanye hitam yang terjadi pada pada pemilihan umum di masa lalu, oleh Abdullah et al. (2019) tidak sedikit dipengaruhi oleh faktor ideologis, identitas, dan simbol-simbol yang diyakini dalam suatu negara dan masyarakat. Konteks tersebut menandakan bahwa pola dan narasi dari kampanye hitam telah berlansung secara kontinuitas antar periode dalam kontestasi politik (Wirman & Sari, 2020). 
CONCLUSION
Pola dan narasi kampanye hitam yang muncul di tahun 2014 dan 2019 juga berpotensi muncul pada pemilihan umum tahun 2024. Konteks tersebut dapat dilihta melalui dua temuan penting dalam studi ini, diantaranya; Pertama, pola dan narasi kampanye hitam yang muncul di tahun 2014 secara kontiniutas juga muncul di tahun 2019 dengan pola dan narasi yang tidak jauh berbeda. Pola dan narasi kampanye hitam seperti keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI), Ras, Hak Asasi Manusia (HAM), Radikalisme, dan Agama, yang muncul di tahun 2014 juga muncul pada pemilihan umum tahun 2019. Pola dan narasi kampanye hitam yang muncul di tahun 2014 dan 2019 juga berpotensi muncul pada pemilihan umum tahun 2024 dengan pola dan narasi yang sama. Dari dua temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pola dan narasi kampanye hitam di tahun 2014 dan 2019 sangat berpotensi muncul pada pemilihan umum tahun 2024.
Temuan dalam studi ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya. Studi yang membahas mengenai pola dan narasi kampanye hitam dalam pemilihan umum di Indoneesia hanya fokus pada implikasi, regulasi, dan motif dari kampanye hitam yang muncul. Namun, temuan dalam studi ini memperlihatkan sebuah singnifikasi yang bersifat futuristik mengenai pola dan narasi kampanye hitam yang potensial muncul pada pemillihan umum tahun 2024 dengan merefleksikan pola dan narasi kampanye hitam yang muncul di tahun 2014 dan 2019. Temuan dalam studi ini selain diharapkan mampu menjadi dasar dialogis bagi studi-studi komunikasi politik yang bersifat futuristik, juga diharapkan dapat menjadi referensi dan preferensi dalam merefleksikan pola dan narasi kampanye hitam yang berpotensi muncul pada pemilihan umum di masa depan. 
Studi ini juga memiliki kelemahan dalam proses pengumpulan data yang hanya dilakukan melalui proses investigasi pada pemberitaan media online yang diseminasikan melalui platform Google. Oleh karena itu, data yang diperoleh dan ditampilkan dalam studi ini hanya merujuk pada arsip dari deskripsi teks berita online. Namun, kelemahan dalam studi ini justru diharapkan mampu menjadi dasar atau rujukan bagi studi-studi selanjutnya, khusus nya bagi studi yang ingin menjelaskan faktor munculnya pola dan narasi kampanye hitam yang terjadi secara kontinu di tahun 2014 dan 2019, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai preferensi pola budaya dan narasi kampanye hitam yang potensial muncul dalam proses pemilihan umum yang akan dilangkukan di Indonesia tahun 2024.
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